BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR (G TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM REMUNERASI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAHR Dr, H. MOHAMAD RABAIN YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Menimbang

Mengingat

DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangks meningkatkan kualitas pelayansn kepada
masyarakal untulk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas
pemeriniah Kabupaten dalam memajukan kesejshteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah:

batwwa  Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Makhamad Rabain
telsh ditetapkan sebagai Satuan-Kerja Perangkat Daerah Yang
Menerapkan Pola Pengelclaan Keuangan Badan Layanan
Umum  Daerah (PPK-BLUD) Secara peruh yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Muara Enim:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b maka periu ditetapkan Peraturan Bupati
Muara Enim tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum
Daerah Or. H Mohamad Rabain  yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD} Secara Penuh;

Undang-Undang MNo. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Dan Kotapraja Di Sumaters Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195% Momor 73
Tambahan Lembaran Negara Nomar 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran MNegara Rl Tahun 1982 Nomor 100, Tambshan
Lembaran Negara Rl Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran MNegara RI Tahun 2003 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4288}

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tehtang
Perbendaharasn Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negars Rl Nomor 4355);
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Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab  Keuangan  Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
44007;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Megara Rl Nomor 4437) sebagaimana
telah diubash dengan Undang-Undang MNomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 MNomor 108, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomaor 4548);

Undang-Undang Nomaor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran MNegara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Megara Rl Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 fentang
Pengelolaan Ksuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
MNegara Republik Rl Tahun 2005 MNomor 485 Tambahan
Lembaran Megara Rl Nomor 4502}

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang
Fangeiolaan Keuangan Daerah {Lambaran Negara Republik R
Tahurn 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Ri
Nomor 4578);

Peraturan Menten  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008
tentang Padoman Hengelotaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan’ Peraturan Menteri Dalam
Meger Momaor 59 Tahun 2007 ;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Urmum Daerah;

Keputusan Meanteri - Kesehatan Republik Indonesia Nomor
582/Menkes/SKNVIM1E9T tentang Pola Tanf Rumah Sakit
Pemerintah;

Keputusan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomor
11581 Menkes/SK/XIF1993  tahun 1892 tentang Penetapan
Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim menjadi Kelas C;

Kaputusan Menteri Keuangan RL Nomor 10/PMIK02/2008
tentang Pedoman  Penetapan Remurnerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawsi Badan Layanan
Umum.

Keputusan Menteri Kesshatan Rl Nomor:  361/Menkes
ISKNZD06  tentsng Pedoman Penstapan  Penghasilan
Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan
Urnusm.

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 8 tahun 2006
tentang Retribusi Pelayanan Kesshatan Rumah Sakit Umum
Uaegrah Or. H. Mohamad Rabain (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Erim Tahun 2006 Nomor 1 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 30 Tahun
2006 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemarintahan Daerah  Kabupaten Muara Enim {Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 105 ;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 15 Tahun
Z008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Satuan Polisi Pamong Prajs dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Muara Enim;

19. Peraturan Daersh Kabupaten Muara Enim Momor 24 tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

20, Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Kelola Rumah Sskit Umum Daerah Dr. H.
Mohamad Rabain Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara
Penuh;

MEMUTUSKAN

Menstapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH Dr. H MOHAMAD RABAIN YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH.
BAB |
RETENTUAN URMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

L
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Daerah adélah Kabupaten Muara Enim;

Pamerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musra Enim;
Bupati adalah Bupati Muara Enim;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dasrah Kabupaten Muara Enim:
Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain:
Direkdur adalah Direktur RSUD Dr. H. Mohamad Rabair,

Departemen Kesehatan adaiah Departemen Kasshatan H.1.

Fejabat Pengelola Rumah Sakit vang selanjutnya dissbut Pejabat Pengelola terdir
atas Direkiur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepsala
Bidang Keperawatan, dan Kepala Bagian Pengendatian Mutu Pelayanan.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Dr. H. Mohamad Rabsin:

Sistem Remunerasi adalah sistem imbalan kerja yang dapat berupa gaiji, tunjangan
tetap, honararium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pENSsiun yang
diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan Pegawsi
Rumah Sakit.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
ingkungan pamerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyedizan barang danfatau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari  keuntungan, dan dalam melakukan kegistannya
didasarkan pada prinsip sfisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalab pola pengelolasn keuangan yang - memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaen untuk menergpkan praktek-praktek bisnis vann
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sehat  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengacualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pelayanan Kesehatan adslah  segala kegistan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka kegiatan promatif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif.

Jasa Pelayanan adalsh imbalan yang diterima aleh pelaksana pelayanan atas jasa
yang diberikan kepada pasien dalam rangka obsefvasi, diagnosis, pengobatan,
konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnva,

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian
sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan
habis pakal yang digunakan langsurg dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan dan rehabilitasi.

Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah pererimaan yang diperoleh sebagai
imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh
Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingarn masyarakat atau
instansi pemerintah lainnya.

Pegawal rumah sskit adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad
Rabain yang berstatus Pegawail Neger Sipil dan buksn Pegawai Negeri Sipil;

Gaji adalah imbalan kera yang diberikan kepada pegawal rumsh sakit yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil {PNS), vang pemberiannya sudah diatur menurut
peraturan panggajian Pagawai Negeri Sipil;

Honorarium adalah imbalan kera vang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang
berstatus bukan Pegawai Meger Sipil (Non PNS) termasuk tenaga ahli yang
ditunjuk sebagai konsultan, yang pemberiannya diatur lebih fanjut oleh Bupat,

Turjangan Teitap adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pajabat pengslola
dan Pegawai Rumah Sakit dengan status Pegawai Megeri Sipi yang besarannya
sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

Tambahan Penghasilan adalsh imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai
rumah sakil yang besarannys diatur oleh Bupati.

Insentif adalah imbalan kera yang diberikan kepada pegawai rumah sakit VR
diperoleh dari jasa layanan yang diberikan, insentif terbagi dua yaitu insentif
langsung dan insentif tidaik langsung.

Pos Remunerasi adalah pos penerima distribusi 1asa tidak langsung sebags
sumber dana insentif pegawai pada sistern remunerasi.

Biaya operasional Rumah Sakit adalah biaya yang bersumber dari penernmaan
fungsional Rumah Sakit.

Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter
dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum datam kamponen tarif
rumah sakit dan bersifat inidividu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter
subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu,

Jasa keperawalan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan
keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum
dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat umum, pergwat
anastesi, dan bidan;

Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat
petayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit
yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obsat dan bahan habis pakai
Rumah Sakit, bersifat kelompok, meliputi Apoteker, Asisten Apcisker dan
pelaksana farmasi.

Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan
akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dar jasa pelayanan




rumah’ sakit yang tercantum dalam kompornen tanf rumah sakt meliputi jasa
penata rontgent, analis laboratorium, fisiotherapis, asisten dan penata gizi.

29, Tarif rumah sakit adalah tarif yang diberlakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
H. Mohamad Rabain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

30, Staf non Revenue cenfer adalah tenana yang bekerja di rumah sakit secara
langsung - maupun tidak langsung tidak menerima jasa dalam menjalankan
fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lsinnya.

31, Revenue center adalah unit kerja di rumah sakit secara langsung maupun tidak
langsung tidak menerima jasa, seperti unit manajemen, keamanan, kebersihan,
pemeliharaan gedung, rekam medis dan gizil.

Pasal 2
{1} Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerssi pegawai
rumah sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit:

(2) Setiap pegawsat yang menghasilkan jasa pelayanan, berkewajiban memberikan
kontribusi ke pos remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem
ramunsras:

BAB Il

SISTEM REMUNERAS!

Fasal 3

Fuang lingkup remunerasi adafah gaji, honorarium, tunjangan  tetap, tambahan
penghasilan, insentit, bonus atas prestasi dan atau pesangon;

Pasal 4

{1} Penenma remunerasi adalah pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan
pengawas dan pegawai rumah sakit;

(2} Remunerasi bagi pegawai Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut;

a, Pegawal Negeri Sipil, diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, tambahan
penghasilan dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

b. ‘Mon Pegawai Negeri Sipil, diberikan honorarium, tambahan penghasilan dan
insentif sesua dengan peraturan yang berlaku;

(3} Hemunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sabagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium:

BAB 11
SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5
Dana remunarasi bersumber
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD);
b. Pendapatan fangsung rumah sakit, dan



<. Laindain pendapatan yang sah:

Pasal g

(1) Anggaren Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pads
pasal 5 huruf a, adalah penerimaan yang berasal dari Femerintah Kabupaten dalam
rangka pelaksanaan program atau Kegiatan di rumah sakit;

(2) Pendapatan langsung rumah sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b,
adalah pendapatan rumah sakit atas imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang
diberikan kepada masyarakat berupa tarif;

(3) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 hurdf o
adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan yang fidak
dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, rabat ataupun
bentuk. lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang { jasa oleh
Rumah Sakit; dan hasil investasi.

Pasal 7

{1} Tarf sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), terdiri dari komponen jasa
sarana/akomodasi dan komponen jasa pelayanan/jasa operatorfjasa lainnya;

{2) Jasa sarana sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menunjang
operasional dan pemelinaraan rumah sakit sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran
Rumah Sakit

(3} Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdivi dari jasa dokter, jasa
keperawatan, jasa kefarmasian. jasa paramedis non keperawatan dan jasa
pelaksana teknis rumah sakit,

Fazal 8

(1) Pangenaan tarif untuk peserta Asuransi Kesehatan (ASKES) menggunakan tarif
kerjgsama dengan PT. ASKES,

(2}, Pengenaan tarif peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan  Masyarakat
(JAMKESMAS), dan Jaminan Sosial Kesshatan Sumatera Selatan Semesta
(JAMSOSKES) menggunakan tarf sesuai dengan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Departemen:

(3} Pengenaan tarf untuk pasien Umum, Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kera
(JAMSOSTEK), dan peseria kerjasama dengan Pihak Ketiga menggunakan tarif
rumah sakit:

BAB IV
PROFORS] PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal g

Proposi pembagian jasa pelayanan yang menggunakan tarif kerjasama dengan PT.
ASKES dan tarf Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesshatan
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayal (1) dan (2) sebagai berikut

(1) Jasa konsultasi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis di Poliklinik rawat jalan
dan Gawat Darurat adalah 30% (tiga puluh persen), jasa keperawatan 10%(sepuluh

parsaen):



(£} Jasa tindakan medik operatif di poliklinik, gawsat darurat, kamar bersalin, dan rawat
inapg operator adslah 27T% (dua puluh tujuh persen), jasa pendamping/
penanggungjawab 7% (tujuh persen);

{3y Jasa tindakan medik operatif di Kamar Operasi (OK) dengan anastesi umum/umbal
adalah jasa operator 27%{dua pulub tujuh persen), jasa anestesi 30% (tiga puluh
persen) darl operator, jasa perawat 9% (sembilan persen);

(4) Jasa tindakan medik operatif di Kamar Operasi (OK) dengan anestesi lokal adalah
jasa operator 27% (dua pulub tujuh persen). jasa perawat 7% (tujuh persen);

(5) Jasa dokler spesialis pendamping operasi besarnya sesuai dengan jasa wisife,
kecuali ada tindakan, maka tindakan tersebut sesusi dengan jasa tindakan yang
berlakLu;

{5} Jasa visite pelayanan rawat inap, maka jass dokter spesiglis 21%(dua puluh satu
persen), jasa perawat 13% {tiga belas persen). Jika yang melakukan visite adalah
doktar umum maka pembagiannya adalah 80% (delapan puiuh persen) untuk dokier
umum, dan 20% (dua puluh persen) untuk dokter spesialis penangungjawab;

{7} Jasa visita pelayanan rawat inap intensif (ICWICCU), jasa dokter spesialis 15%
{lima belas persen), jasa doklter umum penanggungjawab 9% (sembilan persen).
jasa perawat 10% (sepuluh persen). Jika yang melakukan visite adaiah dokter
umum maka pambagiannya adalah B0% (delapan puluh persen) untuk dokber
umum, dan 20% (dua puluh persen) untuk dokier spesialis penangungjawab:;

(8) Jasa pemeriksaan ECG untuk jasa dokier 24%{dua puluh empat persen), jasa
tenaga teknisi 10% (sepuluh persen);

(2) Jasa pemeriksaan USG adalah jasa dokter 27%{dua puluh tujuh persen), jasa
tenaga teknisi 7% (tujuh persen):;

{10} Jasa pelayanan rutin dokter radiologi 9% (sembilan persen) dan jasa penata
radiologi 21% (dua puluh satu persen), dan jika dokter radiclogi tidak melakukan
palayanan, maka jasanya 5% (lima persen) diberikan kepada dokter yang merujuk
dan 4% (empat persen) masuk pos remunerasi;

(11} Jasa pelayanan pada Instalasi Radiologi apabila ada tindakan yang dilakukan. oleh
dekier radiclogi misalnya BNO VP, Uretogram, Sistogram dan lain-iain, maks jass
dokter 20%{dua puluh persen) dan jasa penata 10% (sepuluh persen);

{(12) Jasa pelayanan di Laboratorium Klinik jasa dokier spesiaiis Patologi klinik 7,5%
{tujuh koma lima persen), jasa analis dan pegawai lginnya 22% (dua puluh dua
persen), jasa dokter penanggungjawab laboratorium 0,5% {nol koma lima persen);

(13) Jasa pelayanan di Laboratorium Patologi Anatomi jasa doktar spesialis Patologi
Anatomi adalah 22% (dua puluh dua persen), dan jasa analis dan pegawai lainnya
8% (delapan persen);

{14} Jasa tindakan fisioterafi speech terafi, cccupasi terafi di instalasi Rehabilitasi Medik
jasa dokter spesialis rehab medik 7% (tujuh persen), dan jasa penata 27%(dua
puluh tujuh persan);

Pasal 10

Proporsi pembagian jasa unluk pos remunerasi yang menggunakan tarif kerjasam
dengan PT. ASKES dan tarif Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Departeman
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, sebesar 10%({sepuluh persen) dari
penerimaan;

Pasal 11

Proporsi pembagian jasa unluk pos remunerasi yang menggunakan tarif rumah sakit

sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa
lavanan:




Pasal 12

Proporsi pembagian jasa darn penerimaan instalasi farmasi sebesar 20%(dua puiuh
persen} untuk petugas instalasi farmasi, 15% (lima belas persen) untuk Dokter pemberi
resep, untuk perawat unit pemberi resep 5%(lima persen), dan pos remunerasi 35%
(tiga pulub lima persen),

Pasal 13

Froporsi pembagian jase dari penerimaan unit pendidikan dan pelatihan, sewa gedung
pertemuan dan sewa asrama diberikan kepada jasa pengelola sebeszar 20% (dua puluh
persen) dan pos remunerasi 35% (tigs puluh lima persen);

BABV

INSENTIF

Pasal 14

Dana insentif berasal dari penerimaan langsung rumah sakit

Pasal 15

inzentif sebagaimana dimaksud pasal 14, terdiri dari:

B
o

{1}

2]

msentif langsung: dan
insantif tidak langsung;

Pgeal 16

insentif langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a, adalah jasa yang
diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan;

Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b, terdiri atas | |

remunerasi Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis serta staf non Reveneu
Cenfer ;

Pazal 17

Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor vang berdasarkan:

.

(1)

(2]

ukuran (size) dan jumiah aset yang dikelola rumah sakit, tingkat pelayanan serta
produktivitas;

pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis, yaitu Rumah Sakit
Umum Dagrah Kelas C;

kemampuan pendapatan rumah sakit bersangkutan: dan

kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh kepala dasrah dengan
mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat
bagi masyarakat;

Pasal 18

Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis rumah sakit ditetapkan paling
banyak sebesar 30% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur:

Remunerasi staf non Revenew Center ditétapkan paling banyak sebesar 7% (tujub
persen) dar penarimaan rumah sakit’



Pasal 19

Honorarum dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut;

a.

(1)

(2}

honorarium ketus dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh
persen) dan Insentif Direktur;

honoranum anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam
persen} dari Insentif Direktur: dan

honoranum sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima balas
persen) dari Insantif Direktur;

Pasal 20

Besaran remunerasi Pejsbat Keuangan dan Pejabat Teknis, staf non Reveneu
Centfer dan honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 18
dan 19 didasarkan atas kemampuan keuangan rumah sakit;

Besaran remunerasi dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan cleh Bupati:

Pasdl 21

Remunerasi pejabat pengelols dan pegawal rumah sakit dapat dihitung berdasarkan
indikator penilaian:

a.
b
.
d
=

f.

(t

(<)

{3}

(4}

pengalamanimasa kerja (basic index);

ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
resiko kerja (risk indax);

tingkat kegawatdaruratan {emergency index);

Jabatan yang disandang {position index): dan

nasii/capaian kinerja (performance ingex).

BAB VH

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasgl 22

Pemberian insentif langsung dapat diberikan apabila status rekam medis pasien
telah terisi sesuai ketentuan;

Jasa pelayanan diberikan kepada petugas yang melakuksn pelayanan atau
tindakan, jasa dari petugas yang tidak melakukan pelayanan atau tindakan
dimasukan dslam pos remunerasi rumah sakit.

Pembayaran insentif langsung maupun tidak langsung dibayarkan pada bulan
berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 17 (tujub belas) setelah pelayanan
dalam bulan berjalan selesat:

Pegawai yang terbukti menggunakan dan mengedarkan narkoba, mencuri
membocorkan rahasia- rumah sakit kepada pihak luar, dan berkelahi insentif
langsung maupun insentif tidak langsung tidak dibayarkan:




BAB Vill

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23
(1} . Sistem remunerasi Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan,
{2) Penubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat khusus.

BAB 1X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Bupsati ini mulal berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengeishuinya, ‘memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Derah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkay di Muara Enim
—_padata | 21 Juel ...2009

Pit. TI MUARA ENIM

MUZAKIR SAlI SCHAR

Diundangkan di Mugia Erm
pada tangogal LA 2009 -
SEKRETARIS H KABUPATEN MUARA EMIM.

ABDUL WRHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR ?.' SERI D



{1}

£2)

(3

LAMPIRAN . PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR  : 19 TAHUN 2009

TANGGAL © 2 JUL{ Doo9

TENTANG : SISTEM REMUNERAS| RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. H. MOHAMAD RABAIN YANG
MENERAPKAN = POLA  PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(PPK-BLUD)} SECARA PENUH. |

TAT, PERHITUNGAN

PERHITUNGAN REMUNERASI DIREKTUR

Perhitungan remunerasi Direklur menggunakan rumus = {GD + Nba + Nbi}Gd,

4 :
= (aji Dasar = Maksimal 5 X Gaji Pokok PNS Tertinggi.

Nba= Nilai bobot aset = 40% (Fpa x GD)

MNbi = Nilai bobot ncome (pendapatan) = 80% (Fpi x GDY} -

Fpa= Faktor penyesuaian aset madmgmﬂ:ﬂFpad&n total aset.

Fpi = Faktor penyesuaian income sama dengan skals Fprdmt_utalmmme.

Gd = gap diterima Dirokiur
Gaji pokok PNS Tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi di Rumah Sakit

Tabel. mnmmmmﬁpﬂmmwm
atau pendapatan (Fpi) adalah: .

Total Aset (Millar) | Fpa | Total pendapatan (Miliar) | Fpi

' s/d 50 R 0.10 a5 0,10

= B0 s/d 100 020 =5 s/d 10 0,20

>100 s/d 200 0,30 > 10 s/d 20 0,30

> 200 &/d 400 040 > 20s/d40 0,40

> 400 s/d'800 050 | > 40 sid 80 0,50

>B00sid 1600 | 0660 =80 's/d 160 0,60
>1600sd2400 | 0,70 >i60s/240 | 670

> 2400 s/d 3200 080 | =240sid320 | 080
> 3200 sm-m:m b 080 >320sl400 | 080 |




B. PERHITUNGAN REMUNERAS! PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI RUMAH
SAKIT. '

1.

Perhitungan remunerasi pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit dilakukan
dengan cara indexing, vaitu suatu cara untuk rmenentukan besaran score
individu pegawai sesuai dengan beban kerarnwya. Indexing yang dimaksud
adalah:

{1} Basic index

adalah index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi PNS
yang standamya diadopsi dari masa kerja pegawal yang bersangkutan
dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun masa kerja sama dengan 1 (satu)
rilal index;

(2} Competency index

adalah untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan pagawai
atau keterampilan yang bersertifikat dengan keteniuan sebagai berikut:

=7 :'.1-_'.'.f..'!_~'lng'lcat Pﬁudij:ﬁhan PRI T Nitai
'sb. .
 SLTF ] | 2
MA/SMAISMK 3
oI 4 |
D1l 0
Cx 5
DIV ] ;l
81 . g8 |
| DrfDrg/Ners/Apt/Psi . ) |
|82 . EE
Dr. Spasialis o '_ 11
1 Dr. Sub Spesialis Konsultan 12

a. Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi
kerja pegawai tidak digkui dalam sistem ini;

b. Kursus/pelatihan bersertifikat {minimal 24 jam} sesuai dengsn posisi
kerja pegawai, diberi penghargaan dengan nifai sebagai barikut:

[ Hari Polatinan’ | | Nilai|

2 sid 7 hari 0.2 |

"~ GsididHan | 04 |

15 s/d 30 hari 66 |

_ 31sdi20hai | 08 |
| 121 s/d1B0hari | 1

c. Masa laku sertifikat disesuaikan dengan kompetensi sertifikat tersebut,

dan apabila tidak ada masa berlaku serfifikat, maka ketentuannya
adalah;



FT Usid Dertifikat. | Dikurang

; 3 s/d & tahun 25%
Ssid7tahun | 50% |
7 s/d 10.tahun 75%
Diatas 10 tahun 0 !

(3] Risk Index

adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya

dengan ketentuan sebagai barikut;

Gfﬂdﬁ TH '. ) % -_ .:_I!"-__ K\EL‘EI“EHEH‘.I"I

Nilai-

If remungkinan terjadi resiko kenga vyang bersifat kejiwaan

l{emungkrnan ter;ad: remkﬂ kerjg yang hersﬁat f s|h apablla
pagawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur fetap dan
| prosedur kerja (S0P),

apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur |

tetap dan prosedur kerja (SOP).

o !h’.er‘nungkman terjadi resiko kera yang bersifat  Kimiawi

2

I ;
4

walaupun pegawai yvang bersangkutan bekerja sesuai prosedur |

 tetap dan prosedur kerja (SOP).

An | Kemungkinan terjadi resiko keria yang bersifat radiasi dan
- infeksius walaupun pegawai vang bersangkutan bekerja sesua
| prosedur tetap dan prosedur kerja (SOP).

{43 Emergency index

8

—

adalah penilaian terhadap beban emergency vang harus disegerakan,

dengan katentuan sebapai berikut;

Grade | SR T K terangan L i

£t

oL

| Nilai |

! I{EIDmED pegawa: I::aglan Edl‘l‘!il‘ll‘-}tfﬁﬂl

il Kelompok pegawai administrasi yang melaksanakan shif
i matam; Gizi, Laundry, radiclogy non shif, Farmasi, Rawat Jalan,
CSSD, Laboratorium non shifi;

shift, dan Ambulances.
IV [ Kelompok pegawai Bedah Central, 1CU,ICCU NICU, 1GD,

(5} Position index

| Kelompok pegawal Rawat Inap, Radiologi shift, Laboratorium

B .
2

|

>

adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawal yang

barsangkutan, dengan kelentuan sebaga1 berikut:

PP e

Grade’ H&iqran;gan 5 T L e s LR R e T
N Kelompok yang tidak mem|l|k| Jabatan

i Kelompok kepala ruangan/unit, koordinator - /penanggung |

lewab unit, ketua panitia pengadaan.

Il | Kelompok kepals instalasi, kepala SMF. ketua sub komite |

ketua sub kKomite keperawatar: penanggung jawab teknis |
kegiatan, Bendaharawan.

IV | Kelompok Kepala seksi, sub bagian, ketua komite medis. ketua |

' komite Keperawsatan, ketua 5P

U Nk




{6) Performance index

adalah mengukur hasil pencapaian kerja dari pegawai. Penilaian index
kinerja didasarkan atas penilaian pejabat di rumah sakit terhadap
pencapaian targel atau standar yang telah dientukan dalam rencana
Kinarfa individu.

Z. Nilai atau bobot masing-masing indax adalah:

FhE T dndex [ bobot
Basie Indax
 Competencyindex | 3
Risk indax 3
Emergency endax P32
3
4

| Position index |
Performance index |

3. Perhitungan besaran score individu sebagai berikut:

a. score adalah nilai individu yang merupaskan pengkalian dari index terhadap
—_ habot;

b. Total score individu adalah penjumlahan dari seore basic, compstency,
Risk, Emergency, Position dan Performance index;

c. Total score individu seluruh pegawai dijumlahkar menjadi Total Score
rumah salkit;

d. F‘erhitl._mg_aaj besaran remunerasi individu merupakan perhitungan dari total
score individu dibagi dengan total score seluruh pegawai dikalikan dengan
jumlah dana pos remunerasi setiap bulannya;

Pit. BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAT MHIAR




